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Pasal-pasal Esensial
Jadi Prioritas Pembahasan

Pemerintah dan DPR telah menyepakati scjumlah isu krusial dalam daftar isian masalah RKUHAP,
Isu dimaksucd berkaitan dengan hak asasi manusia hingga mekanisme keadilan restoratil,

JAKARTA, KOMPAS = Heviki [n-
dang Undang Nomor 8 Talun
1981 tentang Hukam Acarm 15
dana atau KUHAP memuat
Lo abaftar imeentarisasi mas
salah, Pemenintah dan DPR me
nvepakati pembabasan dimilai
dart pasal-pasal vang dianggap
esgenisial, seperti sl vang her-
kaitan dengan hak asasi ma
riuasiin, relasi apeiral pervgak hos
e, sertn mekanisme keadilan
testisrlif

Hal itw terungkap  dalam
gt Panitie Kerja (Fanja)
Rancangan Kitab Undang un
dang Hukum  Acars Plana
(RKUHAF) yang digelar di ru
ang silang womisi 11 DK,
Jukartn, Rabu (97 °2025),

Hapat dipimpin oleh Ketua
Kenuisi L DR sekaligus Ketua
Parn BUITT KEUHAR Habib-
rokhman serta dihadin perwa
Kilan pemwerintah, Wakil Men-
terd Hukum Edward Oniar Sha
rif Hiare] dan Wakil Menten

Sekretams Nepara Bambang
ks Subariyvantis
| iabibwrokbman  mengung

katpbeannt sk 1070 daftar imven
lamsast musplah (DIM) vang
akan dibahas dalam BEUHAR
Hanctanny, 1091 DIM bersifat
tetap ata disctugun oleh e
merintaby, 205 DM bersifin e

thaksional, 68 DIM hersifat (i
ubaly, 91 DIM bersifat dihapus,
saertan LV DM Berwifil subwstans
baru,

ity ki membuhas AN
dengan klusterakluster! kami
i tim sekrotadnt  sudah
membuat gatvkiuster yang ter
el atas ol -prisal vamg me-
nurut kame perlu lebil dahuly
thisahlean karema ini jantungma
halau ini selesal. kerja beri
kulnya lebih gimpang,” kata
Habiburokhman

Pralam rpait Panja REUHAP
perdana disepakati tign kluster
varg, thibahas tedebib dahwlu,
vakni berkaltan denganrelisi
parat etk hokim, | lilw
Kluster untuke DINE yang bor
siful diuhath, yark i sehanyak 68
DIM. dan kluster DIM yang
bersifial dibapus, adi 91 DV

"Pada Kamis (10:7) masih
ada sty Kluster lag, yakni
moembahas Ll DIM yang ber
sifal substansi bara," jar Hae
hiburokhman,

I berkomitmen, proses e
dialns dilokukan secar teans
parat clai hasiva s digelar di
ruang rapat Romust I DFR
Publik jugan dagat mengakses
dokumen  pembahasan DIM
RELTHAT i situs resmi DPR

Wakil Mentery Jlukum il

ward Dimar Sharf Hiariej atau
Eddy Hiaric] menymmpaikan.
sefutm i isakevsial dalam M
REVHAY telab disepakat ber
s oleh pemerintah alan
DPR, Isuterscbut, diantaranyi:
Lerkaiit Bk st manusia, felasi
aparal penegak hukum, Kewe
mangan wlvokat, serta mika-
nisme keadilan restorat

Relasi aparat

Terkail praseal-puasal mengenai
relasi aparatdpencgak - hukum,
slabsaiainya tercantum dalam
draf TIM RKUHAP Pasal 59
hurul a sampai L Talam poin
terscbut, pemerintaly mengaju
T beherpo substansi D
ferkait sistem peradilan pidana.
teritama hubungan antara pes
Iwidik dan penuntat umum

Menurul Falidy, dalam me-
nvusun hal itu, pihaknya mem
Beentuk tiem vz herisd 12 orang,
terdint dari 3 orang perwakilan
Mahkamah Agung, 3 orang per-
wakilon Kementerian Hukum,
Aarang dari kigaksn, dan 3
orang dari kepolisian,

Fekdy Beeralasain, pusul-pasal
menvangkut relass aparat e
ik Tukam it ddsusun karena
menyadart bubwa dalam sistem
perdilan picana, hubnngan an
tars penyidik dan ponuntut

umum tharat dua sisi dari mata
uang yong tak mungkin saling
dipsatkan, Benlasrkan peng-
Alaman’ sebclumnya juga dite
ki adke ketidukpastian hue
kum dan Tenamena saling san
tlers dhari kewenangan fara apa
rat penegak hukun tersebut,

Pemerintah dan PR juga
sepekil dengan penguatan pe
ran advukat, yakni dapat meng-
ajukan keberatay ketika men
tarmpingd khennya menjalan
pemenksaan oleh penvid
Lama ini peran wbvokat ke
dibatasi hiuva sehagni pencatat
sl _menclampinglLersangka
dalam pemenlean

itk itw, 1asal 3D KL -
AR dise pakati rienjadi  dalam
Fal penyidik sedang melakukan
pemenksian terhadap tersang
ki, aclvokat mendamping se-
lama jalannya pemeriksaan”

Menurub unggola Panja
REUHAF socdeson Tandra, ru
musan lersehut sengga dibual
ringkas untuk menghindan taf
wir et ko preran mivokat

Penghinaan presiden

Fanja REUHAP juga me m
petkati agar penvelesaian kisus
ferkant  penghinian  presiden
atz warkil presiden memgiuna
b mekanismi refargtie fies

e atau kesdilan restoratif

yakni  penvelesaian  di  lua
pengadilan
Memuut  Habiburokhman,

ustiban ity sudah disampsikan
oleh berbaga kalangan masya
rakal. Ta juga menilad uparan
kebeneian ataw penghingan ter
sl el bt dianggip seba-
gai knitik kepada pemerintah

Hubhiburokbiman - meminia
agar salah satu poin vang masih
memual pengecualian mekis
tusme keacilan restoratif, yakni
mengenai penghinaan martahat
presiden atau wakil presiden
sepert] yamg diatur dalam Pasal
77 huraf g RKUTIAF, dapat di
hapus

Eddy [iarie] juga menyetujul
permintsan Hahiburokhman
untuk menghapus  ketentuan
it “Setuju, Pak. Karvna e
matg pada dasarnya yang na
marwa defurnation (Fitnah) itu
lan, ndalah fefache defict, Karena
dian dehik aduan absolut, kalau
memang may direstoratif tidak
apeenpi Setugu,” ujar Fddy,

Paeda Kesempatan iy, peme
rintab dun PR juga menye
kit ketontunn Fasal 77 horad
i, wakm tindak picang keke
rasin sekswal dikecualikan da
lam mekanesme kendilin nes
Lowrpted, (YT
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